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Laporan ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor penyebab
ketidaktepatan kodifikasi diagnosis pada pelayanan Keluarga Berencana (KB)
dengan pendekatan metode 5M, yang mencakup unsur Man, Money, Material,
Method, dan Machine. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi,
ditemukan bahwa proses pengkodean diagnosis pada unit pelayanan KB di
Puskesmas Kabat belum berjalan optimal. Dari aspek Man, kegiatan kodifikasi
diagnosis dilakukan oleh perawat atau bidan yang tidak memiliki latar belakang
pendidikan rekam medis dan belum pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait
ICD-10. Pada aspek Money, tidak terdapat anggaran khusus yang dialokasikan
untuk pelatihan atau peningkatan kompetensi petugas dalam hal kodifikasi
diagnosis. Aspek Material menunjukkan bahwa banyak rekam medis ditemukan
tidak lengkap, terutama pada bagian penulisan diagnosis, sehingga menyulitkan
proses verifikasi oleh petugas.

Selanjutnya, aspek Method menunjukkan bahwa Puskesmas Kabat belum
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur tata cara
pengkodean diagnosis, sehingga proses pengkodean masih berdasarkan kebiasaan
individu petugas tanpa acuan tertulis yang seragam. Terakhir, dari aspek Machine,
diketahui bahwa komputer petugas tidak dilengkapi dengan aplikasi ICD-10
elektronik, dan petugas lebih banyak mengandalkan hafalan atau pencarian manual
melalui internet, yang berdampak pada perbedaan interpretasi dalam pemberian
kode diagnosis. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

ketidaktepatan kodifikasi diagnosis pada unit pelayanan KB dipengaruhi oleh



kurangnya kompetensi SDM, tidak adanya anggaran pelatihan, dokumen medis
yang tidak lengkap, ketiadaan SOP pengkodean, serta minimnya dukungan
perangkat lunak yang sesuai. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Puskesmas
Kabat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin,
menyusun SOP pengkodean diagnosis, menyediakan aplikasi ICD-10 di setiap unit
komputer, serta memperkuat koordinasi dan evaluasi antarunit pelayanan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengkodean dan

mutu informasi kesehatan yang dihasilkan.
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